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ABSTRAK

Cieciliya Kiftiya Ningrum “Analisis Kinerja Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur
Dalam Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Pemilu: Studi Kasus Perubahan
Perolehan Hasil Suara Di Madura” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya 2025

Penelitian ini akan menjelaskan mengenai hasil analisis dari kinerja Badan
Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur dalam penyelesaian kasus
dugaan pelanggaran pemilu 2024. Objek penelitian dugaan pelanggaran yang
diambil oleh penulis adalah Perubahan perolehan suara yang terjadi di wilayah
Madura.

Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yaitu tentang
kinerja Bawaslu Jatim apakah sudah bekerja sesuai peraturan yang ada dan apakah
Bawaslu sudah bekerja secara profesional dengan mengedepankan netralitas dan
keadilan. Karena banyak masyarakat Indonesia yang masih meragukan netralitas
dari lembaga independent ini. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif
deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini didapati dengan melalui
wawancara, observasi dan kajian data dokumen.

Teori yang digunakan dalam pijakan penelitian ini menggunakan teori Integritas
Pemilu yang dipaparkan oleh Pippa Norris (2015). Hasil yang diperoleh di lapangan
mendapati bahwa kinerja dari Bawaslu Jawa Timur bekerja sesuai dengan peraturan
yang diatur dalam perundang — undangan negara dan bekerja secara profesional,
netral dan adil sesuai teori integritas pemilu. Dari penelitian ini, diharapkan dapat
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu terkhusus
kepada Bawaslu dalam'penanganan kasus yang diterima’ dan dilaporkan oleh
masyarakat.

Kata Kunci : Bawaslu, Pemilu, Perubahan Perolehan Suara



ABSTRACT

Cieciliya Kiftiya Ningrum. “Analysis of the Performance of the East Java
Provincial Election Supervisory Body (Bawaslu) in Resolving Alleged Electoral
Violations: A Case Study of Vote Count Changes in Madura.” Sunan Ampel State
Islamic University Surabaya, 2025.

This study aims to analyze the performance of the Election Supervisory Body
(Bawaslu) of East Java Province in addressing alleged violations during the 2024
election. The specific case under examination involves alleged vote count
alterations that occurred in the Madura region.

The research seeks to answer the main questions concerning whether Bawaslu East
Java has operated in accordance with existing legal regulations, and whether it has
acted professionally by upholding principles of neutrality and justice. This inquiry
arises from widespread public skepticism regarding the impartiality of this
independent institution. This study employs a descriptive qualitative methodology
with a case study approach. Data were collected through interviews, observations,
and document analysis.

The theoretical framework is grounded in the concept of Electoral Integrity as
proposed by Pippa Norris. The findings indicate that Bawaslu East Java has
performed its duties in compliance with legal statutes and has conducted its work
professionally, neutrally, and fairly in accordance with the principles of electoral
integrity.It is expected that the results of this research will contribute to enhancing
public trust in electoral management bodies, particularly Bawaslu, in handling
cases reported by the public.

Keywords: Bawaslu, Election, Changes in Vote Count
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https://indonesiasatu.co/detail/pelanggaran-dan-sanksi-administratif-pemilu
https://indonesiasatu.co/detail/pelanggaran-dan-sanksi-administratif-pemilu
https://kalsel.bawaslu.go.id/elibrary/strategi-pengawas-pemilu-dalam-menangani-tindak-pidana-pemilu/
https://kalsel.bawaslu.go.id/elibrary/strategi-pengawas-pemilu-dalam-menangani-tindak-pidana-pemilu/
https://ntb.bawaslu.go.id/alur-penanganan-pelanggaran-pemilu/
https://ntb.bawaslu.go.id/alur-penanganan-pelanggaran-pemilu/
https://bawaslu.go.id/id/berita/bagian-gakkumdu-bawaslu-ikut-tegakkan-keadilan-pidana-pemilu-2019
https://bawaslu.go.id/id/berita/bagian-gakkumdu-bawaslu-ikut-tegakkan-keadilan-pidana-pemilu-2019
https://www.detik.com/jatim/berita/d-6821235/dpt-jatim-pemilu-2024-ditetapkan-31-juta-berikut-rinciannya
https://www.detik.com/jatim/berita/d-6821235/dpt-jatim-pemilu-2024-ditetapkan-31-juta-berikut-rinciannya
https://youtu.be/e2z8tV-cpyk
https://pn-purwakarta.go.id/tata-cara-penyelesaian-tindak-pidana-pemilu.html
https://pn-purwakarta.go.id/tata-cara-penyelesaian-tindak-pidana-pemilu.html
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